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PUTUSAN
Nomor : 0265/Pdt.G/2014/PA.Mbl

p—aslsylals

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

[1] Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara

tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah

menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara cerai

gugat antara :

[2] Pihak-pihak yang berperkara

PENGGUGAT, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir tidak
sekolah, pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT.XXX Desa XXX
Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, sebagai Penggugat;

MELAWAN

TERGUGAT, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan
Tani, tempat tinggal di RT.XXX Desa XXX Kecamatan XXX
Kabupaten Batang Hari, sekarang tidak diketahui tempat
tinggalnya dengan jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar
wilayah Republik Indonesia (Ghoib), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di

persidangan;

[3] DUDUK PERKARA
[3.1] Gugatan Penggugat
Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal
21 Nopember 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Muara Bulian dengan Nomor: 0265/Pdt.G/2014/PA.Mbl, tanggal 21 Nopember
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2014 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan

sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 03 Juli 2013 Penggugat dengan Tergugat telah
melangsungkan pernikahan, yang dilaksanakan dan dicatat oleh Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Batang
Hari, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor. XXX tanggal XXX dan setelah
akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta’lik talak sebagaimana dalam
Kutipan Akta Nikah tersebut;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat
tinggal di Simpang Terusan, RT. XXX selama 3 bulan, sampai berpisah;

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup
bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;

4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-
rukun saja selama 3 bulan lamanya, namun setelah itu sudah tidak rukun
dan harmonis disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah wajib:

5. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat belum pernah
mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa, sejak bulan September 2013, Tergugat pergi meninggalkan
Penggugat dengan alasan untuk mencari pekerjaaan, namun sejak
kepergiannya sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang lagi, terhitung
kurang lebih sudah 1 tahun 2 bulan lamanya dan selama itu Tergugat tidak
pernah mengirim kabar berita, tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun
batin dan tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat serta
tidak diketahui alamat tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti, baik di
dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (Ghoib);

7. Bahwa, dengan ghoibnya Tergugat tersebut, Penggugat telah berusaha
mencari keberadaan Tergugat melalui hand phone Tergugat berulang kali,

namun nomornya sudah tidak pernah aktif;
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8. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa
tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi
berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud
bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Muara
Bulian;

9. Bahwa, Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam

perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon
kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Cqg. Majelis Hakim untuk
memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan
sebagai berikut :

PRIMER :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat
(TERGUGAT) ;

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
SUBSIDER :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cqg. Majelis Hakim yang memeriksa

perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

[3.2] Kehadiran pihak-pihak

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat
datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah
hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah
untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan
patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh
suatu halangan yang sah;

[3.3] Upaya damai oleh Majelis
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Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan
dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar
bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan
Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses
mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang
menghadap ke persidangan;

[3.4] Pembacaan surat gugatan

Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan
perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat
gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

[3.5] Jawaban Tergugat

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat tidak dapat
didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan;

[3.6] Acara pembuktian dari Penggugat

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalii gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

l.  Bukti Surat
a. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 08 Juli 2013 atas
nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX
Kabupaten Batang Hari yang telah dinazegelen dan setelah dicocokkan
ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode (P.1);
b. Foto copy surat keterangan ghoib nomor 541/DST/XI/2014 tanggal 21
November 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXX Kecamatan
XXX Kabupaten Batang Hari yang telah dinazegelen dan setelah
dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode
(P.2)
Il. Bukti Saksi
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1. SAKSI I, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat
kediaman di RT.XXX Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang
Hari. Setelah saksi bersumpah yang menyatakan bahwa ia akan
memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang
sebenarnya selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan
sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah tetangga Penggugat;

- Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Penggugat dan
Tergugat;

- Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat belum
dikaruniai anak;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah
tangga di rumah orang tua Penggugat sampai berpisah;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak
rukun dan harmonis sejak bulan September 2013;

- Bahwa ketidak rukunan dalam rumah tangga Penggugat dan
Tergugat disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat
dengan alasan mau mencari kerja, namun sejak kepergiannya
sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang lagi, terhitung kurang
lebih sudah 1 tahun 6 bulan lamanya dan selama itu Tergugat tidak
pernah mengirim kabar berita, tidak ada lagi hubungan baik lahir
maupun batin dan tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada
Penggugat serta tidak diketahui alamat tempat tinggalnya;

- Bahwa mengenai hal-hal yang telah saksi sampaikan tersebut
merupakan pengetahuan secara langsung bukan bersumber dari
cerita orang lain ;

- Bahwa setahu saksi, Penggugat sudah berusaha mencari

keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
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- Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta apapun untuk dijadikan
nafkah oleh Penggugat;

- Bahwa saksi sebagai tetangga pernah mengupayakan perdamaian,
dengan menasihati Penggugat agar sabar menunggu Tergugat,

namun tidak berhasil;

2. SAKSI Il, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah
Tangga, tempat kediaman di RT.XXX Desa XXX Kecamatan XXX
Kabupaten Batang Hari. Setelah saksi bersumpah yang menyatakan
bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari
pada yang sebenarnya selanjutnya saksi memberikan keterangan-
keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah tetangga Penggugat;

- Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Penggugat dan
Tergugat;

- Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat belum
dikaruniai anak;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah
tangga di rumah orang tua Penggugat sampai berpisah;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak
rukun sejak bulan September 2013;

- Bahwa ketidak rukunan dalam rumah tangga Penggugat dan
Tergugat disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat
dengan alasan mencari kerja, namun tidak pernah kembali;

- Bahwa mengenai keterangan tersebut merupakan pengetahuan
saksi secara langsung bukan bersumber dari cerita orang lain ;

- Bahwa setahu saksi, Penggugat sudah berusaha mencari

keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
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- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat
tinggal lebih kurang satu tahun enam bulan lamanya dan selama itu
pula Tergugat sudah tidak memberikan nafkah baik lahir maupun
bathin;

- Bahwa saksi sebagai tetangga sudah pernah mensihati Penggugat

untuk menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil ;

[3.7] Acara pembuktian cukup dan Kesimpulan Penggugat

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Penggugat menyatakan tidak
mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan
yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya
mohon putusan;

[3.8] Penyerahan uang iwadh

Bahwa, Penggugat telah menyerahkan kepada Majelis Hakim uang
sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) talak
Tergugat;

[3.9] Pemeriksaan selesai

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis
Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang
perkara ini dan selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak

terpisahkan dari putusan ini;
[4] PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Iftitah

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana tersebut di atas ;

[4.2] Kehadiran para pihak

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah
ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan

Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai
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wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun
telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata ketidakhadiran
Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus
dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg
perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

[4.3] Pokok sengketa

Menimbang, bahwa maskud dari surat gugatan Penggugat dapat
disimpulkan bahwa pokok sengketa perkara ini adalah gugatan cerai yang
dilakukan oleh istri terhadap suami, maka hal tersebut termasuk bidang
perkawinan dan berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi
absolut Pengadilan Agama;

[4.4] Upaya damai

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat
(1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006,
terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo
Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan
dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar
bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan
Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses
mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak
dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

[4.5] Legal standing

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat

hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai),
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maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-
pihak dalam perkara ini (persona standi in judicio);

[4.6] Pokok gugatan

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam duduk perkara di atas,
pada pokoknya Penggugat mendalilikan bahwa rumah tangganya dengan
Tergugat sudah tidak rukun disebabkan Tergugat sudah tidak memberi nafkah
wajib kepada Penggugat dan terakhir Tergugat pergi meninggalkan Penggugat
dengan alasan untuk mencari pekerjaaan, namun sejak kepergiannya sampai
sekarang Tergugat tidak pernah pulang lagi, terhitung kurang lebih sudah 1
tahun 2 bulan lamanya dan selama itu Tergugat tidak pernah mengirim kabar
berita, tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan tidak pernah
memberikan nafkah wajib kepada Penggugat serta tidak diketahui alamat
tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah
Republik Indonesia (Ghoib), oleh karenanya Penggugat tidak sanggup lagi
berumah tangga dengan Tergugat dan bermaksud bercerai dengan Tergugat di
depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;

[4.7] Jawaban Tergugat

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat
tidak dapat didengar di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir dan
tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk
menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu
halangan yang sah, maka secara yuridis formal dalil atau alasan gugatan
Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Tergugat
dapat dianggap mengakui semua dalil gugatan Penggugat, namun tidak serta
merta gugatan Penggugat dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan
perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu
kebohongan besar;

[4.8] Ketentuan hukum perceraian
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Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Majelis
Hakim menilai bahwa yang menjadi alasan dasar diajukannya perkara cerai
gugat ini adalah karena alasan perceraian menurut Pasal 116 huruf (g)
Kompilasi Hukum Islam yaitu suami melanggar taklik talak;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian dengan
alasan dasar tersebut di atas, maka sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (g)
Kompilasi Hukum Islam harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut, (1).
Apakah benar suami telah melanggar sighat taklik talak, (2). Tidak rukunnya
rumah tangga tersebut menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk
rukun kembali, (3). Pengadilan sudah mendamaikan, namun tidak berhasil;

[4.9] Beban pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg, Penggugat
wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya terhadap fakta-fakta yang dijadikan
alasan cerai, maka Penggugat harus dibebani untuk membuktikan alasan
cerainya tersebut;

[4.10] Analisis pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat
telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotocopy kutipan akta nikah berkode
(P) dan dua orang saksi yang masing-masing bernama Ismail pahmi bin Azhar
dan Ita Mayasari binti Bihi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat,
Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis berupa fotocopy kutipan
akta nikah yang diberi kode (P) yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim
menilai bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata alat bukti
tersebut setelah diperiksa ternyata telah memenuhi persyaratan formil dan
materil sebagai alat bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang

sempurna dan mengikat, oleh karenanya telah terbukti bahwa Penggugat dan
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Tergugat adalah suami-isteri yang sah sampai saat ini dan harus dinyatakan
terbukti bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta’lik-talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) yaitu Foto copy surat
keterangan ghoib nomor 541/DST/X1/2014 tanggal 21 November 2014 yang
dikeluarkan oleh Kepala Desa Simpang Terusan Kecamatan Muara Bulian
Kabupaten Batang Hari, dapat diterima sebagai bukti permulaan yang
menjelaskan Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaan dan tempat
tinggalnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (ghoib);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tentang rumah
tangganya yang sudah tidak rukun dan harmonis, Penggugat telah
menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama Ismail pahmi bin Azhar dan
Ita Mayasari binti Bihi tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dan
memberikan keterangan di bawah sumpah, maka saksi tersebut telah
memenuhi syarat formil pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172
dan 173 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadapkan Penggugat di bawah
sumpahnya menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis disebabkan Tergugat perqi
meninggalkan Penggugat dengan alasan mau mencari kerja, namun sejak
kepergiannya sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang lagi, terhitung
kurang lebih sudah 1 tahun 6 bulan lamanya dan selama itu Tergugat tidak
pernah mengirim kabar berita, tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin
dan tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat serta tidak
diketahui alamat tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut
saling bersesuaian, tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung
kebenaran dalil gugatan Penggugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut
telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki
dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;
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[4.11] Kronologis kasus
Menimbang, bahwa dari analisis pembuktian tersebut di atas dapat
disimpulkan kronologis kasus secara singkat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

2. Bahwa setelah menikah mereka tinggal bersama di rumah orang tua
Penggugat di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah
sendiri sampai berpisah;

3. Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah
bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya
rukun selama lebih kurang 3 bulan dari setelah pernikahannya, namun
setelah itu sudah tidak rukun dan harmonis disebabkan Tergugat pergi
meninggalkan Penggugat dengan alasan mau mencari kerja, namun
sejak kepergiannya sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang
lagi, tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat serta
Tergugat sudah tidak diketahui alamat tempat tinggalnya;

5. Bahwa sudah 1 tahun 6 bulan lamanya, Penggugat dan Tergugat

berpisah dan tidak tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa dari kronologis kasus tersebut dapat disimpulkan
adanya fakta-fakta hukum mengenai alasan perceraian Penggugat dan
Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap fakta Tergugat telah meninggalkan Tergugat
dan tidak pernah memberikan nafkah wajib sebagai biaya hidup Penggugat
selama ditinggalkan, Majelis Hakim menilai perbuatan Tergugat telah
mengabaikan ketentuan Pasal 5 huruf (d) dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam

lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau
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karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan
atau pemeliharaan kepada orang tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap fakta Tergugat telah mengucapkan sighat
ta’lik talak sebagaimana tertuang dalam bukti (P.1), Majelis Hakim menilai
karena tallik talak merupakan perjanjian perkawinan yang apabila sudah
diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali, maka apabila Tergugat melakukan
hal-hal atau keadaan yang disyaratkan dalam taklik talak, Penggugat sebagai
istri dapat mengajukan persoalan tersebut ke Pengadilan Agama sebagaimana
ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis
Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai
dengan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah,
mawaddah dan rahmah yang terlihat dari fakta bahwa Tergugat meninggalkan
Penggugat selama lebih kurang 1 tahun 3 bulan lamanya yang pada prinsipnya
Tergugat telah mengabaikan dan tidak memperdulikan Penggugat baik dari segi
lahir maupun bathin. Dalam hal ini terbukti Tergugat telah melanggar shigat
ta’lik talak angka (2) ‘tidak memberi nafkah wajib kepada istri tiga bulan
lamanya’ dan angka (4) ‘membiarkan istri enam bulan lamanya’ yang diucapkan
setelah akad nikah dan Penggugat tidak ridha kemudian menyerahkan uang
sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh talak Tergugat
kepada Penggugat di depan persidangan, sehingga dapat dinyatakan bahwa

syarat taklik talak telah terpenuhi;

[4.12] Pertimbangan syar’i alasan cerai
Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah

SWT dalam surat Al-Isra ayat 34 yang berbunyi :

O - _ ,_.o0_- qp o s0 £
y_g.fu}o (_)l f).e.xjr')l ;g.xju_g% B
Artinya : “Dan penuhilah janji kamu, sesungguhnya janji itu pasti dimintai

pertanggung jawabannya”
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Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih menjadi pendapat

Majelis yang terdapat dalam Kitab Syarqowi 'Ala At-Tahrir halaman 105:

o ¥ - -9 g - 022 - - T = - - -
Lol Sl ooite ¥ lbyrm adgadawm 8o & 18,25
Artinya: "Barangsiapa mengantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah

talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhahirnya

ucapan":

[4.13] Kesimpulan gugatan cerai Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka unsur-unsur alasan perceraian Penggugat berdasarkan ketentuan
Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi maka gugatan
Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan dengan
menetapkan jatuhnya talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan

uang iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

[4.14] Penyampaian salinan putusan

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 84 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan
kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera
Pengadilan Agama Muara Bulian diperintahkan untuk mengirimkan salinan
Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai
Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten
Batang Hari, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

[4.15] Biaya perkara

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan
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perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul
dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;

[4.16] Penutup

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

[5] Amar
MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap ke persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu khuli Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu
rupiah);

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk
mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
XXX Kabupaten Batang Hari untuk dicatat dalam daftar yang disediakan
untuk itu;

5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 306.000,-

(tiga ratus enam ribu rupiah);

[6] Pengucapan putusan

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Kamis tanggal 9 April 2015 Masehi
bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1436 Hijriyah. oleh kami Drs. H. AFRIZAL
sebagai Ketua Majelis, ANDI MIA AHMAD ZAKY, SHI., MH dan RISNATUL
AINI, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut
pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan 1ZZAMI THAUFIQ,
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SH sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. H. AFRIZAL

Hakim-Hakim Anggota

ANDI MIA AHMAD ZAKY, SHI., MH RISNATUL AINI, SHI

Panitera Pengganti

1ZZAMI THAUFIQ, SH

Rincian biaya:

1. Biaya : Rp. 30.000,-
Pendaftaran

Biaya Proses : Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan : Rp. 215.000,-
Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
JUMLAH :  Rp. 306.000,-
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